
























BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, makarintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya. Untuk membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran. Terjadi perubahan paradigma orientasi akuntabilitas kinerja bergeser dari  berapa besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan ( disclosure ) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang mengamanatkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan dan kinerja. Demikian halnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Selayar melalui Sekretaris Daerah  wajib membuat LAKIP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan organisasi Tahun Anggaran 2025.
		Semoga laporan ini dapat memberikan motivasi bagi seluruh pegawai Dinas  Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk  dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sesui tugas pokok dan fungsi untuk  mewujudkan pemerintahan yang baik.


 
B. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi. 
Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dilaksanakan selama  Tahun 2025, hal ini akan menjadi laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.
C. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar

1.Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk pelaksanaan tugasnya tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar.
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Selayar melalui Sekretaris Daerah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk disampaikan kepada Bupati Kepulauan Selayar sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur.
 Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi :
a.	Penyusunan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
b.	Pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
c.	Pelaksanaan koordinasi terhadap kelancaran kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
d.	Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, kesekretariatan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
e.	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :
I. Kepala Dinas
II. Sekretariat, terdiri atas :
1. Sub. Bagian Program
2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
3. Sub. Bagian Keuangan. 
III.    Bidang Peningkatan Kualitas Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
IV. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
V. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 
VI. Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
VII. UPTD
	
	27



VIII. Jabatan Fungsional.
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3. Sumber Daya Manusia
         Jumlah Aparatur Sipil Negara
          Tabel 1.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara
	Jabatan
	Struktural
	Fungsional Pegawai Pusat
	Keterangan

	Eselon II/a
	0 orang
	
	

	Eselon II/B
	1 orang
	
	

	Eselon III/A
	1 orang
	
	

	Eselon III/B
	3 orang
	
	

	Eselon IV/A
	7 orang
	
	

	Eselon IV/B
	2 orang
	
	

	
Fungsional 
	
     5 orang

	24 Orang P3K 
	Penyuluh Keluarga Berencana (KB)

	
	
	








14 Orang PNS
	Penyuluh Keluarga Berencana (KB)

	Pelaksana
	13 orang
	
	

	Jumlah
	32
	38
	




DP3AP2KB mem

 Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana  didukung oleh 32 orang Pegawai Negeri Sipil dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 5 golongan, meliputi : SLTA, D3, S1, S2 dan S3.

Tabel 1.2  Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan  Ruang 
Tahun 2025

	NO.
	GOLONGAN
	JUMLAH (ORANG)

	1.
	Pembina Utama Muda (IV/c)
	1

	2.
	Pembina Tk.I (IV/b)
	1

	3.
	Pembina (IV/a)
	2

	4.
	Penata Tingkat I (III/d)
	11

	5.
	Penata (III/c)
	3

	6.
	Penata Muda Tingkat I (III/b)
	2

	7.
	Penata Muda (III/a)
	9

	8.
	Pengatur Tingkat I (II/d)
	2

	9.
	Pengatur (II/c)
	        1

	10.
	Pengatur (II/b)
	0

	11.
	Pengatur  Muda(II/a)
	0

	JUMLAH
	32




Tabel 1.3   Sumber Daya Manusia  Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

	NO.
	TINGKAT PENDIDIKAN  
	JUMLAH
(ORANG)

	1.
	S3
	1

	2.
	S2
	3

	3.
	S1
	20

	4.
	D III
	2

	5.
	SMA
	6

	JUMLAH
	32



[bookmark: _Hlk217595635] Tabel 1.4 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis  Kelamin Tahun  2025
	
NO.
	
GOLONGAN
	JENIS KELAMIN

	
	
	LAKI-LAKI
	PEREMPUAN

	1.
	IV
	1
	3

	2.
	III
	7
	15

	3.
	II
	2
	4

	JUMLAH
	10
	22


	
	Data personil berdasarkan tingkat pendidikan, Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan Doktor 1 orang (3,03 %), Pasca Sarjana sebanyak 4 orang (12,12%), Strata 1 sebanyak 20 orang (60,60%), Diploma III sebanyak 2 orang (6,06%) dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 6 orang (18,18%). 
	Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai sumber daya manusia yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang  pendidikan.
	Penyuluh KB sebagai Pegawai Pusat sebanyak 14 orang,  PPPK Sebanyak 24 orang. Jumlah PPPK Paruh waktu sebanyak 36 orang
DP3AP2KB mempunyai  2 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yaitu UPTD Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) dan UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah pelaksana koordinasi kegiatan operasional program DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar di wilayah kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
1. UPTD  wilayah I  : Kecamatan Bontomatene dan Buki
2. UPTD  wilayah II : Kecamatan Bontomanai dan Benteng
3. UPTD  wilayah III : Kecamatan Bontoharu dan Bontosikuyu
4. UPTD  wilayah IV : Kecamatan Takabonerate
5. UPTD  wilayah V  : Kecamatan Pasimarannu
6. UPTD  wilayah VI : Kecamatan Pasilambena
7. UPTD wilayah VII : Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur.
D. Isu-isu Strategis
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DP3AP2KB dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:
a. Permasalahan terkait kesekretariatan
1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; 
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana pencapaian kinerja.
b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Beberapa permasalahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :
a. Masih rendahnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender di perangkat daerah
b. Belum ada kebijakan tingkat Kabupaten tentang TPPO (tindak  pidana perdagangan orang)
c. Belum ada lembaga penyedia layanan yang terstandarisasi di Kabupaten Kepulauan Selayar
d. Kelembagan gender belum berjalan optimal
e. Belum maksimalnya pembinaan dan peran lembaga anak
c. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Permasalahan yang dihadapi adalah :
a. Masih terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ikut menjadi peserta KB karena keinginan segera memiliki anak
b. Perlunya Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti KB
c. Kebijakan dan dukungan pemerintah berupa PKH (Program Keluarga Harapan), P2K2 (pertemuan peningkatan kemampuan keluarga) dan UPPKS (usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera), penyuluh keluarga, kader atau fasilitator dari dinas terkait yang mendampingi kelompok.
Isu Strategis
   	Isu adalah permasalahan-permasalahan yang patut dipertimbangkan. Isu dapat  berupa peristiwa yang terjadi di dalam  atau di luar organisasi yang apabila tidak ditangani dengan baik dapat berdampak negatif organisasi dan berpotensi menimbulkan krisis dalam jangka panjang.
Isu strategis DP3AP2KB adalah sebagai berikut :
1. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia di berbagai pembangunan
2. Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, perempuan dan penyandang disabilitas berbasis gender 
3. Masih terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ikut menjadi peserta KB karena keinginan segera memiliki anak.


BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014  tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
A. Rencana Strategis
Rencana Stategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Dokumen Renstra DP3AP2KB menyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. DP3AP2KB yang melaksanakan kewenangan di bidangnya, diharapkan nantinya dapat mendampingi masyarakat terutama kelompok-kelompok perempuan untuk dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dengan program-program khusus yang dimiliknya.
Komponen utama dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  Kabupaten Kepulauan Selayar  meliputi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan visi dan misi keberhasilan organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka pada dokumen Renstra dirumuskan kebijakan dan program yang diambil oleh organisasi. 
a. Visi dan Misi
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih  menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian maka kedudukan RPJMD sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen RENSTRA SKPD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.
 Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2016-2021 sebagai  gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun adalah :
Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera 
Misi  1  Meningkatkan  Pengelolaan  Pemerintahan  yang  Akuntabel dan Adaptif 
               Tujuan 1 (T1) : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
Sasaran  1  (S1)  :  Meningkatnya  birokrasi  pemerintahan  transparan    dan kolaboratif  
Misi 2 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat 
Tujuan  2  (T2)  :  Meningkatkan  kualitas  sumberdaya  manusia  dan kesejahteraan masyarakat 
Sasaran 4 (S4) : Meningkatnya  kualitas  generasi  muda,  dan keluarga kesetaraan gender 
b. 	Tujuan 
            Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka ditetapkan tujuan yaitu Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Keluarga yang Berkualitas.


c.  Sasaran 
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak, penguatan peran masayarakat dalam pemberdayaan gender dan keluarga, serta meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan keluarga berencana (KB)
b. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
c. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik DP3AP2KB 
d.	Strategi
Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah dan instansi terkait dalam kegiatan dan program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi  Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain dengan :
1. Mengintegrasikan program dan kegiatan di Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan program pembangunan lainnya.
2. Memberdayakan instansi atau lembaga pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima.
3. Melaksanakan sistem kemitraan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Peningkatan komitmen lintas sektor dalam keterlibatan dan perhatiannya dalam percepatan penurunan stunting.
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. 
Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :
1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
4. Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
	NO
	URAIAN
	SATUAN
	TARGET
	REALISASI
	
KETERANGAN

	1.
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	%
	0,367
	0,44
	Pengampu : Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan hak Anak

	2.
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	%
	91,95
	107,8
	Pengampu : Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan hak Anak

	3.
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
	%
	60,74
	60,74
(2023)
	Pengampu : Bidang Perlindungan perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

	4.
	Indeks Pembangunan Keluarga (i-BANGGA)
	%
	63,95
	65,78
	Pengampu : Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga


Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	IKG mengukur kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Gender adalah suatu konsep yang merujuk pada suatu sistem peranan dan hubungan  antara lelaki dan perempuan yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, akan tetapi oleh lingkungan sosial-budaya, politik dan ekonomi.  Kesetraan gender (gender equality) berarti perempuan dan lelaki menikmati status yang sama, dan memiliki kondisi dan potensi yang sama untuk merealisasikan hak-haknya sebagai manusia dan berkontribusi pada pembangunan nasional, politik, ekonomi, sosial dan budaya.  Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan (Hubies, 2010).
	Seiring dengan globalisasi, isu kesetaraan gender menjadi isu yang relevan menyangkut keterpaduan antara kerjasama laki-laki dan permepuan di segala bidang. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan dari delapan tujuan global negara-negara sedunia.
Ketimpangan Gender adalah kondisi dimana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan partisipasi ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2021).  contoh ketimpangan gender : kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya di dalam rumah tangga, pemukulan, penyiksaan dan perkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan, pelecehan seksual dan eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi.  Ketimpangan ini terjadi karena masih adanya paradigma lama di masyarakat Indonesia yang menganggap perempuan kodratnya ada di bawah laki-laki meskipun saat ini banyak perempuan lebih maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Abbas, 2011).  Faktor lain penyebab ketimpangan gender antara lain kondisi demografi yang memiliki perbedaan, kondisi pendidikan yang tidak merata, kurangnya lapangan kerja dan perbedaan status sosial di masyarakat.  Perempuan sering dilabeli hanya sebagai pencari nafkah tambahan, pantas mendapatkan upah yang lebih sedikit dibanding laki-laki serta pantas diposisikan pada jabatan di bawah laki-laki.  Pelabelan ini berdampak pada kesempatan dan jenis pekerjaan yang lebih terbatas bagi perempuan.  Padahal jika kesempatan dan peluang yang didapatkan perempuan dan laki-laki setara maka tidak akan ada ketimpangan gender dan akan berdampak positif juga pada pembangunan gender serta perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
	Dampak Ketimpangan Gender : ketimpangan gender di pendidikan mengakibatkan produktivitas modal manusia (human capital) akan rendah sehingga pertumbuhan ekonomi juga rendah.  Efek ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung melalui kualitas modal manusia atau produktivitas tenaga kerja.
	Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi ketimpangan gender meliputi menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai, meningkatkan akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan yang aman dan terjangkau, memberikan program pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha untuk perempuan di desa.
Cara menghitung Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah sebagai berikut IKG = 1/3 (K+P+E)
Keterangan	:
 K (kesehatan), berupa rasio angka harapan hidup
 P (pendidikan), rasio lama sekolah perempuan dan laki-laki
 E (Ekonomi), rasio pengeluaran per kapita perempuan dan laki-laki
IKG = 1/3 (94,13 + 114,4 + 18,08) x100
        =  1/226,61 x 100
        = 0,44
	Hasil perhitungan IKG Tahun 2024 adalah 0,37 sedangkan IKG tahun 2025 adalah 0,44.  Hal ini menandakan bahwa tingkat ketimpangan sudah bagus.  Indeks Ketimpangan berkisar antara 0 sampai 1.  Apabila    bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai  1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Semakin tinggi nilai indeks atau mendekati satu menunjukkan ketimpangan semakin tinggi, sedangkan semakin kecil atau mendekati nol  menunjukkan pemerataan sempurna.
	
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	Indeks Pembangunan Gender adalah alat ukur yang digunakan untuk memantau kesetaraan gender dalam pembangunan suatu negara.  IPG mengukur kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu kesehatan, pendidikan dan partisipasi ekonomi.  IPG juga membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender dan memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat kabupaten/kota.
	Isu terkait gender menjadi perhatian masyarakat terutama apabila berkaitan dengan diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan.  Kesetaraan gender merupakan hak yang sudah semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan.  Istilah gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan.  Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan uang ditetapkan oleh masyarakat berdasatkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.  Konsep gender secara umum bukan diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin, namun  perbedaan peran sosial, ekonomi dan politik antara laki-laki dan perempuan. Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait gender.  Salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terkait kesetaraan gender yaitu melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG).  Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan  perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM laki-laki.  Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. IPG merupakan salah satu indeks yang setiap tahun dirikis oleh BPS untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. Guna mempercepat pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, penggunaan data terpilah gender mutkak diperlukan.  Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasayarat utama dilakukannya  analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan  anggaran yang responsif gender. Data terpilah menurut jenis kelamin dapat membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender.  Pemilahan menurut jenis kelamin di berbagai bidang dapat menunjukkan status, peran, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi jesenjangan.  Data terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang meliputi Politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan lain-lain.  Melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, diharapkan bisa mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses , manfaat dan partisipasi dlam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan  dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.
Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur  capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.  Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak.  Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup  waktu lahir, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan  gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.  Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokokp yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran  per kapiita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.  Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah.  Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah/negara, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.
Rumus  	IPG = 	IPM Perempuan  x 100%
		   	IPM Laki-laki
	
	IPG = Indeks Pembangunan Gender
	IPM =Indeks  Pembangunan Manusia 
	IPG = 76,81 x 100%
		71,22

	        = 107,8%
	Target IPG Tahun 2024  adalah 96 % dan realisasi adalah 91,9%.  Target IPG pada tahun 2025 adalah 91,95% dan realisasi 107,8%. IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.  Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan.  Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, berarti kesenjangan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup baik walaupun lebih rendah dari yang ditargetkan.
i Bangga

	iBangga sebagai paradigma baru dalam pembangunan nasional dibentuk untuk melakukan pendekatan koordinasi anatar pendekatan individu dan keluarga sebagai uniut terkecil di masyarakat. iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah Indonesia.  iBangga merupakan indikator penting  untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga.  Pembangunan keluarga merupakan sutau upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan  keluarga, sebagaimana tercantum dalam Rencana Menengah NAsional (RPJMN) 2020-2024.
	Tidak ada "rumus" tunggal untuk indeks perlindungan anak, karena ini adalah indikator kompleks yang diukur melalui berbagai aspek, bukan perhitungan matematika sederhana. Indeks ini menggambarkan capaian perlindungan khusus anak di suatu wilayah, yang diukur dengan berbagai indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Pengukurannya melibatkan data dari berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan aspek hukum, yang kemudian diolah dan dianalisis secara statistik untuk menghasilkan nilai indeks.
	iBangga merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga  dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga.  Hasil pengukuran iBangga adalah adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan  menjadi tangguh,  berkembang dan rentan.  Dengan ini tentu saja pembangunan manusia dan kebudayaan akan menjadi terukur, di samping indeks pembangunan manusia atau indeks pembangunan yang lain.  Dengan adanya iBangga  akan semakin menyempurnakan standar pengukuran dalam pembangunan manusian dan kebudayaan di Indonesia.
Formula iBangga :
   iBangga = 1/3 (indeks  ketentraman + indeks kemandirian + indeks   kebahagian) x 100%
               = 1/3 (50,74 + 78,37 + 68,24) x 100%
               = 65,78 %

    iBangga Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 adalah 63,58  sedangkan tahun 2025 adalah 65,78% (sesuai data yang dihitung dari  Perwakilan  BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana terlampir berupa indeks ketenteraman, indeks kemandirian dan indeks kebahagian. Angka tersebut termasuk dalam kategori baik.
C. Rencana Kerja Tahunan
Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, kegiatan, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran.
Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun selaras dengan Rencana Strategis dan menjadi acuan dalam menyusun perjanjian kinerja. 
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
	Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.    Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, sub kegiatan serta rencana capaiannya. 
		Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.   Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.  Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
	

















BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja DP3AP2KB  Tahun 2025 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima dalam rangka pencapaian kinerja DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar. 
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance yang mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.


A. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilah/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Sasaran. Untuk dapat mengukur kinerja DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 maka ditetapkan indikator-indikator kinerja sebagai berikut :
1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
1. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
1. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).
B. Analisis Capaian Kinerja
Indikator untuk Capaian Program adalah perwujudan pencapaian dari pelaksanaan program kegiatan, Masukan adalah jumlah dana atau anggaran yang tersedia dalam APBD dengan satuan Rupiah dan jumlah sumber daya manusia yang direncanakan melaksanakan kegiatan. Sedangkan indikator atau pengukuran untuk Keluaran adalah  produk yang dihasilkan sebagai keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Sementara untuk pengukuran Hasil yaitu penggunaan dari produk keluaran yang di hasilkan dari pelaksanaan kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembanding capaian kinerja sasaran.
Metode perbandingan capaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi kerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 	Pencapaian peserta KB aktif tahun 2025 masing-masing kontrasepsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :







Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025
	Kecamatan
	Jumlah PUS
	Peserta KB Aktif

	
	
	IUD
	MOW
	MOP
	Kondom
	Implan
	Suntikan
	Pil
	Jumlah

	Pasimarannu
	995
	37
	21
	1
	6
	127
	724
	77
	993

	Pasilambena
	652
	3
	7
	0
	10
	86
	497
	47
	650

	Pasimassunggu
	822
	26
	5
	0
	7
	271
	406
	103
	818

	Takabonerate
	1.018
	21
	17
	1
	7
	163
	654
	153
	1.016

	Pasimassunggu Timur
	612
	23
	12
	0
	21
	170
	319
	57
	602

	Bontosikuyu
	1.316
	58
	64
	1
	13
	385
	670
	117
	1.308

	Bontoharu
	1.362
	105
	96
	3
	151
	250
	561
	189
	1.355

	Benteng
	1.818
	288
	160
	6
	242
	292
	522
	304
	1.814

	Bontomanai
	1.225
	98
	71
	1
	190
	193
	466
	196
	1.215

	Bontomatene
	1.003
	78
	52
	0
	195
	239
	316
	118
	998

	Buki
	463
	23
	30
	0
	113
	100
	120
	71
	457

	Kepulauan Selayar
	11.286
	760
	535
	13
	955
	2.276
	5.255
	1.432
	11.226

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlundungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar
	






Hasil pendataan dan pemuktahiran data keluarga tahun 2025 DP3AP2KB dapat dilihat bahwa peserta KB Aktif tertinggi adalah Kecamatan Benteng mencapai 1.814 peserta sedangkan  pada tahun 2024 peserta KB aktif di Kecamatan Benteng mencapai 1.930 peserta. Peserta KB aktif  terendah adalah kecamatan Buki sebanyak 457 peserta sedangkan pada tahin 2024 peserta KB aktif pada Kecamatan Buki mencapai 556 peserta. Jumlah Pasangan usia Subur (PUS) tertinggi pada tahun 2025 adalah Kecamatan Benteng mencapai 1.818 PUS sedangkan terendah adalah Kecamatan Buki yaitu 463 PUS. 
Pencapaian peserta KB tersebut ditunjang oleh beberapa faktor, di antaranya peran serta penyuluh KB (PNS, PPPK dan Penyuluh PHL), PPKB dan Sub PPKBD yang tersebar pada semua Desa/Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar serta  Penyediaan  alat dan obat kontrasepsi (ALKON) untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Jumlah  PPKBD dan sub PPKBD di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 477 orang. Hal ini berarti rata-rata 1 orang PPKBD membina 1 desa/kelurahan. Karena hasil penghitungan sudah mencapai kondisi ideal sama artinya bahwa ratio PPKBD di desa/kelurahan sudah maksimal, maka nilai dari hasil penghitungannya sudah mencapai dari 100 %. Dengan kata lain target daerah pada tahun 2025 untuk indikator ratio PPKBD di desa/kelurahan sudah tercapai. Peran serta PPKBD dan Sub PPKBD sangat membantu walaupun honor mereka sebesar Rp.100.000,- per bulan. Rendahnya honor PPKB dan Sub PPKB perlu perhatian dari Pemerintah.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai.  Stunting ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  memiliki beberapa tugas terkait stunting, diantaranya adalah menjadi sekretariat Tim Percepatan penurunan stunting, melaksanakan program DASHAT (dapur sehat atasi stunting), Audit Status Stunting (AKS), melaksanakan lokakarya mini dalam rangka mengatasi stunting.
Trend penurunan stunting tiga tahun terakhir berdasarkan SSGI 2021, SSGI 2022 dan SKI 2023 adalah sebagai berikut :
1. Angka stunting pada tahun 2021 : 27,2%
2. Angka stunting pada tahun 2022 : 32,1 %
3. Angka stunting pada tahun 2023 : 31,3 %
Prevalensi stunting di provinsi Sulawesi Selatan menurut SKI Tahun 2024 adalah 27,4% sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Selayar Angka Prevalensi Stunting balita  stunted (tinggi badan menurut umur  berdasarkan survei kesehatan Indonesia (SKI) terjadi penurunan 0,8% dari 32,1% di tahun 2022 menjadi 31,3% di tahun 2023, namun masih diperlukan kerja keras untuk dapat menurunkan angka stunting 17,3% di Tahun 2024 untuk mencapai target 14%.  Data balita stunting tahun 2025 untuk Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 18,98%. 
Di bidang politik, meskipun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30 persen perempuan di lembaga legislatif, namun hasil Pemilu 2024 masih menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yaitu keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar hanya 24 persen (6 orang dari 25 orang anggota  DPRD) sedangkan pada tahun 2025 keterwakilan perempuan di lembaga legilslatif di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 20% atau 5 orang dari 25 orang anggita DPRD.  Peningkatan kualitas tenaga kerja perempuan  dan perlindungan bagi Tenaga Kerja Perempuan dan keluarganya diupayakan melalui berbagai kegiatan pelatihan. Sasaran utama kegiatan-kegiatan tersebut adalah perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah. 

	 Data jumlah kasus yang melapor pada  UPTD PPA pada tahun 2025 adalah  15 kasus, semuanya terlayani dengan baik.
C. Rencana Kerja Tahunan
Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, kegiatan, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran.
Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun selaras dengan Rencana Strategis dan menjadi acuan dalam menyusun perjanjian kinerja. 




C. Realisasi Keuangan
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2025
	Kode Rekening
	Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
	Jumlah Dana (Rp)
	Bobot (%)
	Realisasi Komulaif (%)
	Realisasi Tertimbang (%)
	Sisa Dana (Rp)

	
	
	
	
	Fisik 
	Keuangan
	Fisik 
	Keuangan
	

	
	
	
	
	
	
	
	Rp
	%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	2
	 
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	7.630.481.000,00
	100,00
	90,48
	81,89
	90,48
	6.248.307.587,00
	81,89
	1.382.173.413,00
	

	2.08
	
	 
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	4.415.351.000,00
	57,86
	99,86
	92,91
	57,78
	4.102.152.610,00
	53,76
	313.198.390,00
	

	2.08.01
	 
	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3.958.266.000,00
	51,87
	99,91
	747,44
	51,83
	3.654.062.910,00
	47,89
	304.203.090,00
	

	2 08 01 2.01
	 
	
	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Darah
	14.223.100,00
	0,19
	100,00
	96,31
	0,19
	13.698.558,00
	0,18
	524.542,00
	

	2 08 01 2.01 01
	 
	
	
	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	9.587.100,00
	0,13
	100,00
	97,89
	0,13
	9.384.614,00
	0,12
	202.486,00
	

	2 08 01 2.01 02
	 
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	1.120.500,00
	0,01
	100,00
	88,55
	0,01
	992.206,00
	0,01
	128.294,00
	

	2 08 01 2.01 03
	 
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	606.200,00
	0,01
	100,00
	88,19
	0,01
	534.594,00
	0,01
	71.606,00
	

	2 08 01 2.01 04
	 
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	303.100,00
	0,00
	100,00
	88,19
	0,00
	267.297,00
	0,00
	35.803,00
	

	2 08 01 2.01 05
	 
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	606.200,00
	0,01
	100,00
	97,89
	0,01
	593.397,00
	0,01
	12.803,00
	

	2 08 01 2.01 06
	 
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2.000.000,00
	0,03
	100,00
	96,32
	0,03
	1.926.450,00
	0,03
	73.550,00
	

	2 08 01 2.02
	 
	
	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3.153.652.400,00
	41,33
	100,00
	92,75
	41,33
	2.925.004.173,00
	38,33
	228.648.227,00
	

	2 08 01 2.02.01
	 
	
	
	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	3.065.183.000,00
	40,17
	100,00
	92,63
	40,17
	2.839.187.331
	37,21
	225.995.669,00
	

	2 08 01 2.02.03
	 
	
	
	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	87.659.000,00
	1,15
	100,00
	97,05
	1,15
	85.073.942,00
	1,11
	2.585.058,00
	

	2 08 01 2.02.06
	 
	
	
	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	810.400,00
	0,01
	100,00
	91,67
	0,01
	742.900,00
	0,01
	67.500,00
	

	2 08 01 2.03
	 
	
	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada
 Perangkat Daerah
	3.810.000,00
	0,05
	100,00
	100,00
	0,05
	3.810.000,00
	0,05
	0,00
	

	2 08 01 2.03.05
	 
	
	
	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	3.810.000,00
	0,05
	100,00
	100,00
	0,05
	3.810.000,00
	0,05
	0,00
	

	2 08 01 2.05
	 
	
	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	4.453.800,00
	0,06
	100,00
	100,00
	0,06
	4.453.800,00
	0,06
	0,00
	

	2 08 01 2.05.09
	 
	
	
	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	4.453.800,00
	0,06
	100,00
	100,00
	0,06
	4.453.800,00
	0,06
	0,00
	

	2 08 01 2.06
	 
	
	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	201.391.700,00
	2,64
	98,17
	92,84
	2,59
	186.975.200,00
	2,45
	14.416.500,00
	

	2 08 01 2.06.01
	 
	
	
	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.204.000,00
	0,04
	100,00
	53,18
	0,04
	1.704.000,00
	0,02
	1.500.000,00
	

	2 08 01 2.06.03
	 
	
	
	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	9.037.000,00
	0,12
	100,00
	26,86
	0,12
	2.427.000,00
	0,03
	6.610.000,00
	

	2 08 01 2.06.05
	 
	
	
	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	18.467.700,00
	0,24
	80,00
	76,99
	0,19
	14.218.400,00
	0,19
	4.249.300,00
	

	2 08 01 2.06.06
	 
	
	
	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	3.300.000,00
	0,04
	100,00
	88,64
	0,04
	2.925.000,00
	0,04
	375.000,00
	

	2 08 01 2.06.08
	 
	
	
	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	6.900.000,00
	0,09
	100,00
	95,13
	0,09
	6.564.000,00
	0,09
	336.000,00
	

	2 08 01 2.06.09
	 
	
	
	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	160.483.000,00
	2,10
	100,00
	99,16
	2,10
	159.136.800,00
	2,09
	1.346.200,00
	

	2 08 01 2.07
	 
	
	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	31.500.000,00
	0,41
	100,00
	88,63
	0,41
	27.919.500,00
	0,37
	3.580.500,00
	

	2 08 01 2.07.06
	 
	
	
	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	31.500.000,00
	0,41
	100,00
	88,63
	0,41
	27.919.500,00
	0,37
	3.580.500,00
	

	2 08 01 2.08
	 
	
	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	342.742.000,00
	4,49
	100,00
	93,15
	4,49
	319.248.698,00
	4,18
	23.493.302,00
	

	2 08 01 2.08.02
	 
	
	
	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	88.630.000,00
	1,16
	100,00
	78,39
	1,16
	69.480.698,00
	0,91
	19.149.302,00
	

	2 08 01 2.08.04
	 
	
	
	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	254.112.000,00
	3,33
	100,00
	98,29
	3,33
	249.768.000,00
	3,27
	4.344.000,00
	

	2 08 01 2.09
	 
	
	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	206.493.000,00
	2,71
	100,00
	83,76
	2,71
	172.952.981,00
	2,27
	33.540.019,00
	

	2 08 01 2.09.01
	 
	
	
	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	43.705.000,00
	0,57
	100,00
	99,94
	0,57
	43.678.121,00
	0,57
	26.879,00
	

	2 08 01 2.09.02
	 
	
	
	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	119.258.000,00
	1,56
	100,00
	87,87
	1,56
	104.786.960,00
	1,37
	14.471.040,00
	

	2 08 01 2.09.06
	 
	
	
	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	18.260.000,00
	0,24
	100,00
	64,68
	0,24
	11.810.400,00
	0,15
	6.449.600,00
	

	2 08 01 2.09.09
	 
	
	
	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya
	25.270.000,00
	0,33
	100,00
	50,17
	0,33
	12.677.500,00
	0,17
	12.592.500,00
	

	2 08 02 
	 
	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	362.950.000,00
	4,76
	100,00
	99,48
	4,76
	361.050.000,00
	4,73
	1.900.000,00
	

	2 08 02 2.01
	 
	
	
	 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,  Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi  Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
	12.950.000,00
	0,17
	100,00
	85,33
	0,17
	11.050.000,00
	0,14
	1.900.000,00
	

	2 08 02 2.01.02 
	 
	
	
	
	 Sosialisasi Peningkatan  Partisipasi Perempuan di  Bidang Politik, Hukum,
 Sosial dan Ekonomi
	12.950.000,00
	0,17
	100,00
	85,33
	0,17
	11.050.000,00
	0,14
	1.900.000,00
	

	 
	
	 
	
	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	350.000.000,00
	4,59
	100,00
	100,00
	4,59
	350.000.000,00
	4,59
	0,00
	

	 
	
	 
	
	
	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab Kota
	350.000.000,00
	4,59
	100,00
	100,00
	4,59
	350.000.000,00
	4,59
	0,00
	

	2 08 03 
	 
	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2 08 03 2.03 
	 
	
	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2 08 03 2.03 04
	 
	
	
	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2 08 04
	 
	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
	7.274.200,00
	0,10
	100,00
	93,81
	0,10
	6.824.200,00
	0,09
	450.000,00
	

	2 08 04 2.01 
	 
	
	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
	7.274.200,00
	0,10
	100,00
	93,81
	0,10
	6.824.200,00
	0,09
	450.000,00
	

	2 08 04 2.01 01
	 
	
	
	
	 Pengembangan Kegiatan  Masyarakat untuk  Peningkatan Kualitas  Keluarga Kewenangan  Kabupaten/Kota
	7.274.200,00
	0,10
	100,00
	93,81
	0,10
	6.824.200,00
	0,09
	450.000,00
	

	2 08 05 
	 
	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 
	9.836.000,00
	0,13
	100,00
	79,75
	0,13
	7.843.800,00
	0,10
	1.992.200,00
	

	2 08 05 2.01 
	 
	
	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
	9.836.000,00
	0,13
	100,00
	79,75
	0,13
	7.843.800,00
	0,10
	1.992.200,00
	

	2 08 05 2.01 01 
	 
	
	
	
	 Penyajian dan  Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
	9.836.000,00
	0,13
	100,00
	79,75
	0,13
	7.843.800,00
	0,10
	1.992.200,00
	

	2 08 07 
	 
	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	77.024.800,00
	1,01
	96,53
	93,96
	0,97
	72.371.700,00
	0,95
	4.653.100,00
	

	2 08 07 2.01 
	 
	
	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang  Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah  Kabupaten/Kota
	32.112.800,00
	0,42
	91,67
	86,64
	0,39
	27.821.200,00
	0,36
	4.291.600,00
	

	2 08 07 2.01 01 
	 
	
	
	
	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah  untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak,  kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak  Anak, dan DRPPA
	32.112.800,00
	0,42
	91,67
	86,64
	0,39
	27.821.200,00
	0,36
	4.291.600,00
	

	2 08 07 2.012
	 
	
	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang  Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	44.912.000,00
	0,59
	100,00
	99,20
	0,59
	44.550.500,00
	0,58
	361.500,00
	

	2 08 07 2.02 05 
	 
	
	
	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	44.912.000,00
	0,59
	100,00
	99,20
	0,59
	44.550.500,00
	0,58
	361.500,00
	

	 
	
	 
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	3.215.130.000,00
	42,14
	77,61
	66,75
	32,70
	2.146.154.977,00
	28,13
	1.068.975.023,00
	

	2 14 02 
	 
	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	708.000.000,00
	9,28
	100,00
	99,05
	9,28
	701.266.710,00
	9,19
	6.733.290,00
	

	2 14 02 2.02 
	 
	
	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	708.000.000,00
	9,28
	100,00
	99,05
	9,28
	701.266.710,00
	9,19
	6.733.290,00
	

	2 14 02 2.02 12
	 
	
	
	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
	648.000.000,00
	8,49
	100,00
	99,81
	8,49
	646.800.000,00
	8,48
	1.200.000,00
	

	2 14 02 2.02 14
	 
	
	
	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
	60.000.000,00
	0,79
	100,00
	90,78
	0,79
	54.466.710,00
	0,71
	5.533.290,00
	

	2 14 03 
	 
	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	1.715.255.000,00
	22,48
	58,03
	38,89
	13,04
	667.084.955,00
	8,74
	1.048.170.045,00
	

	2 14 03 2.01 
	 
	
	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan
Budaya Lokal
	791.254.000,00
	10,37
	84,30
	55,63
	8,74
	440.196.075,00
	5,77
	351.057.925,00
	

	2 14 03 2.01 07
	 
	
	
	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
	416.354.000,00
	5,46
	91,67
	63,95
	5,00
	266.265.077,00
	3,49
	150.088.923,00
	

	2 14 03 2.01 06
	 
	
	
	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)
	174.900.000,00
	2,29
	58,33
	18,81
	1,34
	32.900.000,00
	0,43
	142.000.000,00
	

	2 14 03 2.01 04
	 
	
	
	
	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
	100.000.000,00
	1,31
	91,67
	99,06
	1,20
	99.059.998,00
	1,30
	940.002,00
	

	2 14 03 2.01 04
	 
	
	
	
	Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
	100.000.000,00
	1,31
	91,67
	41,97
	1,20
	41.971.000,00
	0,55
	58.029.000,00
	

	2 14 03 2.02
	 
	
	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
	142.550.000,00
	1,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142.550.000,00
	

	2 14 03 2.02 04
	 
	
	
	
	Penggerakan Kader Institusi  Masyarakat Pedesaan (IMP)
	142.550.000,00
	1,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142.550.000,00
	

	2 14 03 2.03
	 
	
	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di
Daerah Kabupaten/Kota
	286.167.000,00
	3,75
	65,73
	281,24
	2,46
	149.560.000,00
	1,96
	136.607.000,00
	

	2 14 03 2.03 01
	 
	
	
	
	Pengendalian  Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	39.722.000,00
	0,52
	83,33
	78,39
	0,43
	31.140.000,00
	0,41
	8.582.000,00
	

	2 14 03 2.03 03
	 
	
	
	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
	208.195.000,00
	2,73
	58,33
	43,33
	1,59
	90.220.000,00
	1,18
	117.975.000,00
	

	2 14 03 2.03 07
	 
	
	
	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	28.250.000,00
	0,37
	83,33
	67,12
	0,31
	18.960.000,00
	0,25
	9.290.000,00
	

	2 14 03 2.03 11
	 
	
	
	
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
	10.000.000,00
	0,13
	100,00
	92,40
	0,13
	9.240.000,00
	0,12
	760.000,00
	

	42 14 03 2.04
	 
	
	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	495.284.000,00
	6,49
	28,31
	15,61
	1,84
	77.328.880,00
	1,01
	417.955.120,00
	

	42 14 03 2.03
	 
	
	
	
	Fasilitasi Pengelolaan  Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
	292.500.000,00
	3,83
	7,50
	6,67
	0,29
	19.500.000,00
	0,26
	273.000.000,00
	

	42 14 03 2.04 
	 
	
	
	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
	202.784.000,00
	2,66
	58,33
	28,52
	1,55
	57.828.880,00
	0,76
	144.955.120,00
	

	2 14 04 
	 
	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	791.875.000,00
	10,38
	100,00
	98,22
	10,38
	777.803.312,00
	10,19
	14.071.688,00
	

	2 14 04 2.01 
	 
	
	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 
	791.875.000,00
	10,38
	100,00
	98,22
	10,38
	777.803.312,00
	10,19
	14.071.688,00
	

	2 14 04 2.01 18
	 
	
	
	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	130.000.000,00
	1,70
	100,00
	89,30
	1,70
	116.093.779,00
	1,52
	13.906.221,00
	

	2 14 04 2.01 24
	 
	
	
	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	661.875.000,00
	8,67
	100,00
	99,98
	8,67
	661.709.533,00
	8,67
	165.467,00
	

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TOTAL
	7.630.481.000,00
	100,00
	90,48
	81,89
	90,48
	6.248.307.587,00
	81,89
	1.382.173.413,00
	







Total Anggaran senilai Rp. 7.630.481.000,00-, terealisasi sebesar Rp. 6.248.307.587,00- atau 81,89% dari alokasi anggaran. Sisa anggaran cukup tinggi yaitu Rp. 1.382.173.413,00 sedangkan total Anggaran pada tahun 2024 senilai Rp. 12.954.547.000- dan terealisasi sebesar Rp.9.952.060.274,- atau 76,28% dari alokasi anggaran. Sisa anggaran pada tahun 2024 adalah Rp. 3.002.486.726,00.
Beberapa faktor penyebab rendahnya realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah kurangnya sumber daya manusia  pada Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraaan Keluarga, Hanya ada 2 orang pada Bidang tersebut yaitu 1 orang kepala Bidang dan 1 orang PHL Beberapa kegiatan tidak terealisasi pada Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraaan Keluarga.  Selain itu ada beberapa jabatan kepala UPTD yang kosong yaitu UPTD Pelayanan Kependudukan dan KB  wilayah III (Kecamatan Bontoharu-Bontosikuyu), UPTD Pelayanan Kependudukan dan KB wilayah IV (Kecamatan Takabonerate), UPTD Pelayanan Kependudukan dan KB wilayah V (Kecamatan Pasimarannu), UPTD Pelayanan Kependudukan dan KB wilayah VI (Kecamatan Pasilambena). Dari tujuh UPTD Pelayanan Kependudukan dan KB hanya terisi tiga kepala UPTD. Beberapa program kerja pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan serta Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kualitas Keluarga melibatkan UPTD dan Penyuluh KB. Selain itu banyaknya kegiatan yang dilaksanakan hingga triwulan IV.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan realisasi anggaran pada tahun 2026 antara lain melakukan penjadwalan kegiatan (time scedule per triwulan), melakukan mutasi pegawai dalam lingkup DP3AP2KB sehingga tidak ada bidang yang kekurangan pegawai serta melakukan monitoring realisasi per bulan pada semua bidang serta evaluasi rutin oleh kepala dinas.





















BAB IV
P E N U T U P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)  Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Pertanggung jawaban kinerja dalam pencapaian visi dan misi lembaga yang dibuat setiap tahun anggaran berakhir dan bertujuan untuk perbaikan manajemen kepemerintahan di lingkungan instansi pemerintah. 
	Permasalahan lain yang bisa menjadi hambatan dalam pencapaian target kinerja pada tahun mendatang adalah terbatasnya sarana dan prasarana kantor, jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki masih kurang untuk mendukung pelaksanaan program di seluruh Desa dan Kecamatan.
Untuk mengantisipasi kendala yang ada, maka dilakukan berbagai upaya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada namun tetap mengusahakan sarana prasarana yang layak dan memadai. Meningkatkan sumber daya aparatur dengan mengikutkan  berbagai pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, menambah pegawai pada DP3AP2KB serta melakukan monitoring dan  evaluasi rutin terhadap kinerja.
Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat menjadikan sebagai acuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Kami menyadari penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang sifatnya konstruktif akan kami terima sebagai perbaikan dalam penyusunan LAKIP tahun berikutnya.
Benteng, 6 Februari 2026
KEPALA DINAS,


               

Ir.H.M.YUNAN KRG TOMPOBULU, S.T,M.T,IPM.
Pangkat : Pembina Utama Muda
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